HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN WAKATOBI
Tentang Pencabutan Atas Perda Kabupaten Wakatobi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan
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Objek

Subjek
Golongan Refribusi
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Cara Mengukur Tingkat

Penggunaan Jasa

Prinsip Penetapan
Strukiur dan Besarnya
Tarif Retribusi

Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi

Wilayah Pemungutan

Penentuan Pembayaran,
Tempat Pembayaran,
Angsuran, dan
Penundaan Pembayaran

10.

Sanksi:
a. Administratif
b. Pidana

11.

Penagihan

12.

Penghapusan Piutang
Retribusi yang
Kedaluwarsa




13.

Tanggal Mulai
Berlakunya.

Lain-lain

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR ..... TAHUN 2019
TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Dengan adanya Peraturan
menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di
daerah, sehingga Peraturan
Daerah tersebut dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi
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